Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PINRANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

1.

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA WAETUOQE,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat 1
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah  Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang
(Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 21});
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta



Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);

32. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Penyusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2023 Nomor 1);

33. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 2);

34. Keputusan Bupati Pinrang Nomor 140/133/2023 tentang
Besaran Pengalokasian dan Teknis Penggunaan Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2023;

35. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Kewenangan Desa  Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetuoe
Tahun 2020 Nomor 5);

36. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Waetuoe Periode 2022 - 2027 (Lembaran Desa Waetuoe
Tahun 2022 Nomor 3);

37. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa
Waetuoe Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU :  Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun
Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini:

KEDUA :  Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Tahapan:
1. Persiapan;
2. Pelaksanaan;dan
3. Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Waetuoe Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang
Tahun Anggaran 2023, melalui Kegiatan Operasional Pemerintah
Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Waetuoe
pada tanggal 26 Januari 2023

+DESA WAETUOE




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Ketua : MUHAMMAD AFDHAL, S.Pd (Kasi Kesra)
Sekretaris - ALIAS (Unsur Masyarakat)
Anggota : 1. MARYAM, S.Tr, Kes (Perangkat Desa)

2. NAWIR (Unsur Masyarakat)




